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ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian fiskal
daerah dalam kerangka desentralisasi. Namun, kontribusi retribusi daerah sebagai komponen utama
PAD di Provinsi Banten masih sangat rendah, yaitu hanya 1,5%-2,2% dari total PAD periode
2018-2022. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi optimalisasi retribusi daerah
melalui pendekatan integratif yang mencakup tiga dimensi: ekstensifikasi berbasis pemanfaatan
aset, intensifikasi melalui penyesuaian tarif, dan peningkatan kualitas layanan publik. Metode yang
digunakan adalah pendekatan campuran (mixed-methods) dengan analisis data kuantitatif deskriptif
serta wawancara mendalam terhadap 15 informan dari pemerintah daerah dan masyarakat
pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 60% aset daerah belum
termonetisasi, struktur tarif belum diperbarui secara berkala, serta mutu layanan publik masih
rendah akibat kurangnya digitalisasi dan transparansi. Penelitian ini menawarkan kerangka
kebijakan yang mencakup digitalisasi basis data aset, reformulasi tarif berbasis prinsip
keekonomian, transformasi layanan publik melalui sistem daring, serta penguatan koordinasi
kelembagaan dan kapasitas SDM. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat efektivitas fiskal daerah,
tetapi juga mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban retribusi. Kebaruan
penelitian terletak pada integrasi simultan tiga dimensi strategis tersebut dalam satu model
kebijakan fiskal yang adaptif dan berbasis bukti. Temuan ini memberikan kontribusi empiris dan
konseptual bagi pengembangan literatur fiskal daerah serta implikasi praktis bagi pemerintah
daerah dalam meningkatkan kinerja PAD secara berkelanjutan.

Kata kunci: Desentralisasi fiskal, retribusi daerah, kualitas layanan publik, pemanfaatan aset,
reformasi tarif,
ABSTRACT
Local Own-Source Revenue (PAD) is essential for strengthening fiscal independence under
decentralization, yet the contribution of local retribution in Banten Province remains minimal at
only 1.5%-2.2% of PAD during 2018-2022. This study develops an integrative strategy for
optimizing local retribution through three dimensions: asset-based extensification, tariff
adjustment, and improved public service quality. Using a mixed-methods approach, it combines
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descriptive quantitative analysis with in-depth interviews of 15 informants from government and
service users. Results show that over 60% of regional assets remain underutilized, tariff structures
lack regular adjustment, and service quality is constrained by limited digitalization and
transparency. To address these gaps, the study proposes a policy framework centered on
digitalizing asset databases, reformulating tariffs on economic principles, transforming service
delivery via online systems, and strengthening institutional coordination and human resource
capacity. This integrated model enhances fiscal effectiveness while fostering public compliance
with retribution obligations. The novelty lies in simultaneously incorporating three strategic
dimensions into a single adaptive and evidence-based fiscal policy framework. The findings provide
both empirical and conceptual contributions to regional fiscal literature and offer practical insights
for improving sustainable PAD performance.

Keywords: local retribution, asset utilization, tariff reform, public service quality, fiscal

decentralization

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

merupakan instrumen  vital dalam
mendukung kemandirian fiskal pemerintah
konteks

daerah, terutama dalam

desentralisasi fiskal yang mendorong
otonomi daerah untuk menggali potensi
sumber pendapatannya sendiri. Salah satu
komponen utama PAD adalah retribusi
daerah, yaitu pungutan atas jasa atau
pemanfaatan fasilitas yang disediakan oleh
daerah.  Meski

kontribusi retribusi daerah terhadap total

pemerintah demikian,
PAD di sebagian besar provinsi di Indonesia
masih relatif rendah. Di Provinsi Banten,
proporsi retribusi daerah terhadap PAD
selama lima tahun terakhir cenderung
stagnan di bawah 10% (Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Banten, 2023). Hal ini
menunjukkan bahwa potensi retribusi belum
tergarap secara optimal, baik dari sisi
cakupan objek retribusi maupun
pengelolaannya.

Retribusi daerah merupakan salah satu

komponen utama dalam struktur

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
memiliki fungsi strategis dalam mendukung
pembiayaan pembangunan dan
publik

(Masyruroh, 2021). Dalam konteks otonomi

penyelenggaraan layanan
daerah, penguatan kapasitas fiskal lokal

menjadi  esensial guna  mengurangi
ketergantungan pada dana transfer dari pusat
dan mendorong kemandirian fiskal. Namun,
kontribusi  retribusi terhadap PAD di
Provinsi Banten masih tergolong rendah.
Total PAD Provinsi Banten pada tahun 2022
mencapai Rp4,37 triliun atau 49,6% dari
total pendapatan  daerah, sedangkan
kontribusi dari retribusi daerah hanya sekitar
1,95%. Sementara itu, pendapatan transfer
dari pemerintah pusat masih mendominasi
dengan kontribusi sebesar 50,35% dari total
pendapatan, mencerminkan ketergantungan
fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat
(BPS Provinsi Banten, 2023).

Rendahnya kontribusi retribusi daerah
belum

mencerminkan optimalnya

pengelolaan  potensi  yang  dimiliki.



JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah
Vol. 9 No.1, Juni 2026, Hal 1 —11 . p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079, DOI: https://doi.org/10.56945/jkpd.v8i1.264

Permasalahan  yang sering  dijumpai
mencakup keterbatasan data objek dan
subjek retribusi, tarif retribusi yang tidak
sesuai dengan nilai keekonomian layanan,
serta rendahnya kualitas pelayanan publik
yang berdampak pada tingkat kepatuhan
pembayaran. Selain itu, aset daerah yang
berpotensi sebagai sumber retribusi masih
banyak yang belum dimanfaatkan secara
produktif dan sistematis. Rendahnya
produktivitas aset daerah secara signifikan
menurunkan kontribusinya terhadap PAD
(Toha et al., 2025). Pentingnya transformasi
digital dan peningkatan kualitas pelayanan
publik untuk meningkatkan kepatuhan wajib
retribusi (Zulfigar et al., 2024).

Meskipun berbagai studi
sebelumnya telah mengangkat isu-isu terkait
pengelolaan retribusi, sebagian besar
penelitian tersebut hanya memfokuskan
pada satu dimensi, seperti penyesuaian tarif
2024),

pemungutan (Ervina & Hidayah, 2024), atau

(Zulfigar et al., efektivitas
pemanfaatan aset (Tirayoh et al., 2021).
Masih sangat terbatas penelitian yang
mengintegrasikan ketiga aspek utama secara
simultan yaitu aset, tarif, dan layanan publik
padahal ketiganya saling terkait dalam
menciptakan sistem retribusi yang efisien
dan berkelanjutan. Ketiadaan pendekatan
komprehensif tersebut menjadi kendala
utama  dalam

penyusunan  strategi

kebijakan fiskal daerah yang adaptif dan
responsif terhadap kebutuhan lokal.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk
menyusun strategi optimalisasi retribusi
daerah i

pendekatan integratif yang mencakup tiga

Provinsi Banten melalui
dimensi strategis: (1) ekstensifikasi melalui
pemetaan aset dan objek retribusi baru, (2)
melalui

intensifikasi penyesuaian tarif

berbasis  prinsip  cost-recovery  dan
benchmarking antar daerah, serta (3)
peningkatan kualitas layanan publik melalui
digitalisasi dan akuntabilitas. Dengan
memanfaatkan data primer dari pemerintah
daerah serta literatur ilmiah terkini, studi ini
berupaya menyusun model kebijakan fiskal
daerah yang kontekstual, aplikatif, dan
berorientasi pada peningkatan kinerja PAD
secara berkelanjutan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada
pengembangan kerangka kebijakan retribusi
yang menggabungkan dimensi aset, tarif,
dan layanan publik secara simultan, yang
selama ini belum banyak diadopsi dalam
kajian akademik maupun praktik kebijakan
fiskal lokal. Selain memberikan kontribusi
teoretis terhadap literatur kebijakan fiskal
daerah, studi ini juga memiliki implikasi
praktis yang kuat bagi pemerintah daerah
dalam merumuskan strategi penguatan PAD
berbasis bukti dan berbasis kontekstual

lokal.
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Desentralisasi fiskal di Indonesia telah
memberikan keleluasaan bagi pemerintah
daerah untuk mengelola sumber-sumber
pendapatannya, termasuk retribusi daerah.
Retribusi, sebagai salah satu komponen
Pendapatan Asli Daerah (PAD), idealnya
mampu mencerminkan kapasitas fiskal suatu
daerah dalam membiayai pelayanan publik.
Namun, studi-studi terdahulu menunjukkan
bahwa retribusi di banyak daerah, termasuk
di Provinsi Banten, masih memberikan
kontribusi yang rendah terhadap PAD (Zein
et al., 2024). Hal ini disebabkan oleh
berbagai faktor seperti terbatasnya cakupan
objek retribusi, tidak efisiennya sistem
pemungutan, tarif yang tidak sesuai dengan
nilai keekonomian, serta rendahnya kualitas
layanan publik yang berdampak pada tingkat
kepatuhan masyarakat.

Teori desentralisasi fiskal menekankan
pentingnya penguatan pendapatan asli daerah
agar tidak terjadi ketergantungan fiskal
terhadap pemerintah pusat (Lewis, 2023).
Dalam konteks ini, optimalisasi retribusi
dilakukan
pendekatan utama, yaitu ekstensifikasi dan
Ekstensifikasi

daerah  dapat melalui  dua

intensifikasi. mencakup
perluasan basis objek retribusi, termasuk
melalui pendataan dan pemanfaatan aset
daerah yang belum tergarap, sedangkan
intensifikasi  berkaitan dengan peningkatan
tarif secara rasional dan perbaikan dalam tata
kelola pelayanan publik.

Berbagai temuan empiris mendukung

pentingnya  strategi  integratif  dalam
optimalisasi retribusi. Pemanfaatan aset
daerah secara produktif memiliki korelasi
positif terhadap peningkatan PAD (Tirayoh
etal., 2021), terutama ketika dikelola dengan
pendekatan berbasis kinerja dan tata kelola
yang transparan. Rendahnya produktivitas
aset milik daerah menjadi salah satu
penghambat utama peningkatan retribusi
(Toha et al., 2025). Di sisi lain, kualitas
layanan publik juga memainkan peran
penting dalam mendorong kepatuhan
masyarakat membayar retribusi.
Transformasi digital dalam layanan publik
dapat meningkatkan transparansi, efisiensi,
dan kepercayaan publik, yang pada akhirnya
berdampak positif terhadap penerimaan
retribusi (Zulfigar et al., 2024).

Namun demikian, terdapat
kesenjangan dalam literatur yang ada.
Sebagian besar studi terdahulu cenderung
membahas dimensi-dimensi tersebut secara
terpisah. Misalnya, fokus pada efektivitas
tarif retribusi pasar tradisional, tanpa
mempertimbangkan konteks pengelolaan
aset atau kualitas layanan publik secara
komprehensif (Purwati et al., 2025). Di sisi
lain, studi-studi mengenai pemanfaatan aset
daerah belum secara  eksplisit
mengaitkannya dengan struktur tarif dan
kepatuhan wajib retribusi. Keterpisahan ini
menyebabkan

lemahnya perumusan

kebijakan  fiskal yang holistik dan
terintegrasi di tingkat daerah.

Dengan memperhatikan kekosongan
4
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tersebut, penelitian ini membangun

kerangka konseptual yang  menggabung-
kan tiga dimensi utama dalam pengelolaan
retribusi daerah: (1) pemanfaatan aset
daerah sebagai landasan ekstensifikasi, (2)
penyesuaian tarif retribusi sebagai strategi
intensifikasi, dan (3) peningkatan kualitas
layanan publik sebagai upaya peningkatan
kepatuhan masyarakat. Pendekatan ini
relevan untuk konteks Provinsi Banten, yang
menghadapi tantangan dalam
mengoptimalkan PAD dari sektor retribusi,
meskipun memiliki potensi aset dan basis
layanan publik yang cukup besar.

Secara konseptual, integrasi ketiga
dimensi ini didasarkan pada teori good
governance dan pelayanan publik, yang
efisiensi,

menekankan pentingnya

transparansi, dan akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangan daerah . Pendekatan
ini juga sejalan dengan paradigma evidence-
based policy yang menempatkan data dan
hasil evaluasi empiris sebagai dasar
perumusan kebijakan fiskal yang adaptif dan
kontekstual.

Dengan demikian, tinjauan literatur ini
menjadi dasar yang kuat bagi penelitian
untuk menyusun  strategi  optimalisasi
retribusi daerah yang tidak hanya meng-
andalkan pendekatan fiskal konvensional,
tetapi  juga memperhitungkan  aspek
kelembagaan, tata kelola aset, dan dinamika
pelayanan publik dalam satu kerangka

kebijakan yang terpadu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan
campuran (mixed-methods) dengan desain
eksploratif-kualitatif yang diperkuat oleh
analisis kuantitatif deskriptif. Pendekatan ini
dipilih untuk menggali secara komprehensif
isu-isu strategis dalam optimalisasi retribusi
daerah di Provinsi Banten, khususnya terkait
pengelolaan aset, struktur tarif, dan kualitas
layanan publik. Strategi ini memungkinkan
integrasi antara pemahaman mendalam
terhadap dinamika kebijakan fiskal daerah
dan validasi kuantitatif terhadap data kinerja
retribusi dalam kurun lima tahun terakhir
(2018-2022). Pendekatan semacam ini dinilai
efektif dalam penelitian kebijakan lokal
karena mampu menjawab  pertanyaan
“mengapa” sekaligus “bagaimana” kebijakan
dapat dioptimalkan (Robinson, 2007).

Lokasi penelitian ditetapkan di Provinsi
Banten dengan unit analisis yang mencakup
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,
yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda),
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD), serta Unit Pelaksana
Teknis (UPT) pengelola retribusi di berbagai
sektor seperti pasar, terminal, dan layanan
perizinan. Populasi dalam penelitian ini
terdiri atas dua kelompok utama, yakni
aparatur pemerintah daerah yang bertanggung
jawab dalam pengelolaan dan pengawasan
retribusi, serta masyarakat atau pelaku usaha
yang menjadi wajib retribusi. Pemilihan
informan kunci dilakukan secara purposive

dengan mempertimbangkan relevansi dan
5
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kédalaman informasi yang dapat diberikan.
Jumlah informan dalam studi ini adalah 15
orang yang terdiri dari pejabat struktural
OPD dan perwakilan masyarakat pengguna

layanan.

Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini dilakukan melalui wawancara

mendalam dan diskusi kelompok terfokus

(FGD) menggunakan panduan semi-
terstruktur  yang disusun  berdasarkan
kerangka  teoritis retribusi  daerah,

manajemen aset, dan kualitas layanan
publik.

Panduan tersebut mencakup
pertanyaan-pertanyaan mengenai kendala
dan potensi ekstensifikasi objek retribusi,
rasionalitas struktur tarif, serta persepsi
terhadap mutu layanan publikyang

diberikan pemerintah daerah.

Untuk mendukung analisis kualitatif,
data sekunder dikumpulkan dari dokumen
resmi seperti Peraturan Daerah tentang
retribusi, laporan realisasi PAD, dan
daftar aset daerah. Keabsahan instrumen
diuji melalui validasi isi (content validity)
oleh dua pakar kebijakan publik dan satu
pejabat teknis  pemerintah  daerah.
Keandalan data dijamin melalui teknik
triangulasi sumber, triangulasi metode, dan
member checking.

Data kualitatif dianalisis mengguna-
kan pendekatan thematic content analysis
(Kabir,2024), yang meliputi proses koding

terbuka, kategorisasi, dan identifikasi tema

utama terkait ekstensifikasi, intensifikasi,
dan layanan publik. Sementara itu, data
kuantitatif =~ yang berasal dari laporan
realisasi retribusi daerah dan aset dianalisis
secara deskriptif untuk mengidentifikasi tren

capaian dan kontribusi retribusi
PAD. Selain itu, dilakukan

analisis perbandingan antar sektor retribusi

terhadap

dan antar kabupaten/kota dalam lingkup

Provinsi Banten guna memperoleh
gambaran yang lebih holistik tentang variasi
Kinerja retribusi.

Etika penelitian dijunjung tinggi dalam
setiap tahapan studi ini. Seluruh informan
dilibatkan

penandatanganan

secara sukarela melalui

persetujuan  partisipasi
(informed consent), dan identitas mereka
dijaga kerahasiaannya. lzin  penelitian
diperoleh secara resmi dari Pemerintah
Provinsi Banten dan instansi terkait. Data
yang dikumpulkan hanya digunakan untuk
keperluan akademik dan pengembangan
kebijakan fiskal daerah secara profesional dan

bertanggung jawab .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi ini menemukan bahwa kontribusi
retribusi daerah terhadap PAD Provinsi
Banten pada periode 2018-2022 sangat
rendah, yakni hanya 1,5%-2,2%, meskipun
data menunjukkan potensi aset publik yang
belum dimaksimalkan mencapai lebih dari
60% dari total inventaris aset. Hanya sekitar
35% aset yang telah termonetisasi sebagai

objek retribusi. Di sektor-sektor seperti pasar

6
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tradisional dan terminal, sistem pemungutan
masih sangat manual dan data realisasi jauh
di bawah target (Purwati et al., 2025).

Analisis kualitatif mengungkap bahwa
ekstensifikasi  aset  terhambat  oleh
koordinasi lemah antara OPD, keterbatasan
SDM, dan sistem pendataan manual yang
tidak terintegrasi. Temuan ini konsisten
dengan studi Chumairoh et al. (2022) yang
menunjukkan manajemen aset publik yang
tidak produktif menurunkan kontribusi
PAD. Tarif retribusi yang tidak disesuaikan
secara berkala seringkali di bawah dasar
keekonomian menyebabkan rendahnya
intensifikasi retribusi, sesuai dengan hasil
Rahman et al. (2024) & Setyawati &
(2023) yang

menghubungkan efektivitas tarif dengan

Faridatussalam

kepatuhan masyarakat. Di samping itu,
kualitas layanan publik masih buruk,
minimnya digitalisasi dan transparansi
menghambat kepatuhan publik, seperti
yang ditekankan oleh Aswan et al. (2024)

dalam konteks layanan fiskal daerah.

desentralisasi
fiskal (Bird, 2018; Ginanjar et al., 2025),

kontribusi rendah retribusi menandakan

Berdasarkan  teori

adanya “flypaper effect”, yakni
ketergantungan tinggi pada dana pusat
daripada menggali potensi lokal secara
mandiri. Temuan ini memperkuat urgensi
pendekatan yang menyinergikan aspek
aset, tarif, dan layanan publik dalam satu

strategi kebijakan, sebagaimana disarankan

oleh (Aswan et al., 2024).

Data empiris dari berbagai daerah
Indonesia memperkuat temuan ini. Studi di
Purworejo menunjukkan kontribusi retribusi
pasar tradisional hanya =~ 5% meski
meningkat sejak revitalisasi aset dan promosi
digital (Rahman et al., 2024). Tarif yang
relevan memengaruhi efektivitas
penerimaan retribusi (Mulyono & Survival,
2023). Distribusi antar sektor layanan
retribusi non-pasar juga memiliki kontribusi
positif terhadap PAD pada studi (Setyawati
& Faridatussalam, 2023).

Secara ilmiah, hasil penelitian ini
memperkuat literatur yang menghubungkan
penyesuaian tarif (Zulfigar et al., 2024),
efektivitas pemungutan (Ervina & Hidayah,
2024), atau pemanfaatan aset (Tirayoh et al.,
2021) dalam membentuk kinerja retribusi
pada konteks fiskal lokal. Penelitian ini
memperkenalkan pendekatan sinergis tiga-
dimensi ekstensifikasi, intensifikasi, dan
pelayanan publik yang sebelumnya jarang
dijadikan kerangka kebijakan fiskal holistik.

Secara praktis, temuan ini memberikan
beberapa rekomendasi kebijakan berbasis
bukti:

1. Digitalisasi basis data aset untuk
memetakan dan memonetisasi aset
Bahwa

daerah  secara  sistematis.

digitalisasi data membantu
meningkatkan ekstensifikasi retribusi.

2. Penyesuaian tarif retribusi berbasis cost-
recovery dan benchmark antar daerah,

agar tarif mencerminkan nilai ekonomis

7
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dan daya beli lokal, seperti struktur tarif.

3. Peningkatan kualitas pelayanan publik
melalui sistem pembayaran digital,
transparansi  prosedural, dan akses
informasi yang mudah.

4. Penguatan koordinasi lintas OPD dan
kapasitas SDM, dengan pembentukan
unit pengelola retribusi terpadu dan
pelatihan teknis serta insentif kinerja.

Penelitian ini memiliki beberapa
keterbatasan. Pertama, data kuantitatif
bersifat sekunder dan tersedia terbatas pada
agregasi OPD, sehingga potensi bias atau
ketidaktepatan tidak bisa dihindari. Kedua,
jumlah informan kunci yang terbatas (15—
20 orang) mungkin belum sepenuhnya
mencerminkan beragam persepsi
stakeholder. Ketiga, analisis kuantitatif
masih bersifat ~ deskriptif, belum
menggunakan model inferensial seperti
regresi panel atau SEM yang bisa menguji
hubungan kausal antar variabel.

Penelitian ini memberikan kontribusi
empiris dan konseptual yang signifikan pada
pengembangan ilmu administrasi publik dan
fiskal daerah. Dengan menggunakan data
dari Provinsi Banten sebagai studi kasus,
penelitian ini menambabh literatur lokal yang
sebelumnya lebih banyak bersifat lintas-
daerah atau sektoral. Pendekatan integratif
menggabungkan aset, tarif, dan layanan
publik menawarkan model kebijakan fiskal
daerah yang adaptif, evidence- based, dan
berorientasi pada hasil yang dapat
daerah  lain

diadaptasi  oleh dengan

karakteristik serupa. yang bersifat adaptif dan

berbasis  bukti, dengan  menekankan
digitalisasi basis data aset, reformulasi tarif
sesuai prinsip  keekonomian dan daya

beli.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Simpulan
bahwa

Penelitian ini  menegaskan

kontribusi  retribusi  daerah  terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi
Banten masih sangat rendah, meskipun
terdapat potensi aset publik yang besar dan
belum dimonetisasi secara optimal. Hasil
temuan menunjukkan adanya
permasalahan struktural berupa lemahnya
koordinasi antar-OPD, keterbatasan kapasitas
SDM, serta sistem pendataan manual yang
menghambat ekstensifikasi aset. Selain itu,
struktur tarif yang tidak diperbarui secara
berkala mengurangi efektivitas intensifikasi,
sementara kualitas layanan publik yang
rendah akibat minimnya digitalisasi dan
transparansi berdampak pada rendahnya
kepatuhan masyarakat.

Secara  teoritis,  penelitian ini
memperkuat literatur mengenai pentingnya
integrasi antara pemanfaatan aset, reformasi
tarif, dan peningkatan layanan publik dalam
kerangka desentralisasi fiskal. Secara praktis,
penelitian ini menawarkan model kebijakan

fiskal daerah yang mengintegrasikan

optimalisasi  pemanfaatan aset publik,
reformulasi tarif berbasis prinsip
keekonomian, peningkatan kepatuhan
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Masyarakat, transformasi layanan berbasis
digital yang transparan, serta penguatan
koordinasi kelembagaan dan kapasitas SDM.

Meskipun memiliki keterbatasan
pada penggunaan data sekunder agregat dan
jumlah informan yang terbatas, penelitian
ini memberikan kontribusi empiris dan
konseptual ~ yang  signifikan bagi
pengembangan  strategi optimalisasi
retribusi daerah. Implikasi kebijakan yang
ditawarkan dapat menjadi referensi bagi
pemerintah daerah, khususnya di Provinsi
Banten dan wilayah lain  dengan
karakteristik serupa, dalam meningkatkan

kinerja PAD secara berkelanjutan.

Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas, berikut
adalah rekomendasi kebijakan dan praktik
implementatif yang dapat diterapkan oleh
Pemerintah Provinsi Banten  dan
pemerintah daerah lain yang memiliki

karakteristik serupa:

1. Penguatan sistem pendataan dan
digitalisasi aset daerah. Pemerintah
daerah perlu mengembangkan sistem
informasi aset berbasis teknologi
digital dan spasial (GIS) yang
terintegrasi dengan sistem retribusi
daerah. Sistem ini harus mampu
mencatat, memetakan, dan memonitor
pemanfaatan seluruh aset daerah secara

real-time untuk mendukung

strategi ekstensifikasi retribusi yang

lebih akurat dan terukur.

Reformulasi struktur tarif retribusi secara
berkala dan berbasis analisis
keekonomian. Peninjauan tarif retribusi
harus dilakukan secara periodik dengan
mempertimbangkan  prinsip cost-
recovery, beban pelayanan, dan
kemampuan membayar masyarakat.
Benchmarking dengan tarif di daerah lain
yang sebanding juga dapat menjadi acuan
dalam menentukan kebijakan tarif yang

adil dan efisien.

Modernisasi layanan publik melalui
digitalisasi dan simplifikasi prosedur.
Optimalisasi  retribusi  tidak dapat
dipisahkan dari mutu layanan publik.
Oleh karena itu, perlu dilakukan
transformasi  digital pada layanan
perizinan, pembayaran retribusi, dan
system  informasi  publik  guna
meningkatkan transparansi, efisiensi,
serta kepuasan masyarakat. Hal ini juga
berdampak pada peningkatan kepatuhan
wajib retribusi.

Penguatan koordinasi kelembagaan dan
peningkatan kapasitas SDM. Pemerintah
daerah perlu membentuk satuan kerja terpadu
lintas-OPD untuk mengelola retribusi secara
sinergis dan efektif. Di sisi lain, peningkatan
kapasitas sumber daya manusia melalui
pelatihan teknis, sertifikasi pengelolaan aset,
dan insentif kinerja berbasis capaian retribusi
juga sangat diperlukan.

Penyusunan roadmap kebijakan
retribusi jangka menengah dan panjang.

Pemerintah daerah perlu menetapkan
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arah strategis pengelolaan retribusi
daerah  dalam bentuk  dokumen
kebijakan jangka menengah dan
panjang  yang
peningkatan objek retribusi, perbaikan

mencakup  target

struktur tarif, peningkatan layanan, dan
indikator evaluasi kinerja. Roadmap
ini harus bersifat dinamis dan adaptif
terhadap perubahan kebijakan fiskal
nasional maupun kondisi ekonomi

lokal.
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